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PERATURAN BUPAT| kypys
NOMOR 30 TAHUN 290

TENTANG

ORGANISASI DAN T
BADAN PENANGGULANGAN pes.e A

N BENCA
KABUPATEN KUDUS P DASRAH

BUPATI KUDUS,

bahwa untuk meningkatkan kewas

terjadir?ya bencana alam i Kabupaten Kudus, yang merupakan
daeran yang rawan akan bencana maka dipandang perlu untuk

membentuk  perangkat daerah :
yang menyel
penanggulangan bencana di Kabupateg KudusY PSRN g

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Mentefl D.alam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi d:_:\n Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerabh;

padaan dan kesiapan terhadap

bahwa sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Dae_rah Kabupaten Kudus dan berdasarkan surat Menteri
Dalam Negeq Nomor 061/2918/SJ tanggal 6 Agustus 2009 Perihal
Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  Kabupaten Kudus, maka pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),




3. Undang-Undang Nomgq, 3T
Keuangan antara Pemerintah a; . P tentang Perimbangan
(Lembaran Negara Repy o

blik Indonee; Pemerintahan Daerah
Tambahan Lemba nesia Tahy
ran Negara Repubiik Indone:ia ﬁgmr'ﬁ?g. e

Sosial (Lembaran Negara
12, Tambahan Lemharan N

B L 6 Tahun 1988 tent —_—
Keglatat? Instansi Vertikal g Daerah ((Lembaran r;qang KOOrdlna-s|
Indonesia Tahun 1988 Ng €gara Republik

mor 1
Republik Indonesia Nomor 3373). 0, Tambahan Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) -
8. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

penyeh.-:‘nggaraan- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829)

10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2008 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4952);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 106);

e i —




n
:ﬂpka

pERATURAN BUPAT] TENTAN

GO
BADAN PENANGGULANGAN BEN(?S '?:I
KUDUS

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Bupati inj Yang dimaksy

] d dengan:
4. Pemerintah Daerah 4 .

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
Bupati adalah Bupati Kudus

4. Perangkat Daerah adalah |e
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang
selanjutnya dlse.but BPBD Kabupaten Kudus adalah Perangkat
Daera_\h yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi untuk melaksanakan pPenanggulangan bencana.

6. Bencana adalah peristwa atau ran kaian ristwa yan
mengancam dan menggangu kehidu;g)an dafe penghidzpa?\
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor

non alam maupun faktor manusian, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis.

mbaga yang membantu Bupati dalam

BAB ||
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Kudus.

BAB llI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) BPBD Kabupaten Kudus berkedudukan

dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) BPBD Kabupaten Kudus dipimpin Kepala Badan secara ex-office
dijabat oleh Sekretaris Daerah.
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Bagian Keqys
TUgas
Pasal 4

0 BPBD Kabupaten Kygys Mempunyai tugas -

enetapk
a. ?enanggula:nggr?dobmean% ::n Pengarahan terhadap usaha
bencana, Penanganan daruratyang mencakup  pencegahan

secara adil dan setarg . " 'oabiltasi, serta rekonstruksi

b. menetapkan standarigag

| serta kebutuhan penyel
enanggulanga penyelenggaraan
En danggn; gan bencang berdasarkan peraturan perundang-

c. menyusun, menetapkan dan meng; :
' nginfor
bencana : ginformasikan peta rawan

d. menyusun dan menetapkan  prosedur tetap penanganan
bencana ;

e. melaporkan Ppenyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Bupati setiap bulan sekal

) i dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondis; darurat b

encana ;
f.  mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang ;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : dan

h. melaksanaan kewajiban lain sesuai

dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penetapan Pedoman dan Pengarahan terhadap Usaha
Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dim_aksud dalam pasal 4,
BPBD Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

i bencana
erumusan dan penetapan kebijakan pepanggulangan
: gan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



BAB 1y
ORGAMSAS'
B—agian Pmma
S'Mnan nganigag
Pasal g
ks
?us:t;;;g S BPBD Kabupate, KUGUS terdir atgs -

2. Unsur Pengarah
3 Unsur Pelaksana

Bagian Kedya
Unsyr Pengarah
Pasal 7

Unsur Pengarah ditetapkan .
perundang-undangan, Sesuai dengan  ketentuan Peraturan

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana BPBD Kapy
bertanggung jawab kepada Ke

(2) Unsur Pelaksana dipimpin Ke
Kepala BPBD Kabupaten Ky
fungsi unsur pelaksana BPB

Paten Kudus berada di bawah dan
pala BPBD Kabupaten Kudus.

pala Pelaksana yang membantu tugas
dus dalam penyelenggaraan tugas dan
D Kabupaten Kudus sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana secara terintegrasi meliputi :

a. prabencana ;
b. saattanggap darurat ; dan
c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

inasi Kudus melalui

koordinasian Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten. : .

: E§2?dinasi dengan satuan kerja perangkat.daerah Iqmnya, instansi

vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada
tahap pra bencana dan pasca bencana.



b pengkomandogn Ung
kerja perangkat daeraga Ma
langkah lainn

Ainnyy Aan, Jogiett 4.
bencana, - '2Ng dipe"Ukaiuaéa:lThnSi iy s::ﬂgarl‘a:mlm?
' M rangk
c. pelaksanaan ke " 98 penanganan darurat
yang dilaksanakan Unsyr |,

; aksan
satuan kerja perq gseacta': t :
memperhatikan i

a. Kepala Pelaksang: terdii atas .
. Sekretariat Ungyr Pelaksang:

. Seksi Pencegahan gap, Kesi

b
¢ : apsiagaan:
d. Seksi Kedaruratan dan Logi
e

stik; dan
. Seksi Rehabilitag; dan Rekonstryks;

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPRp

Kabupaten
Pasal 11 dapat membentyk

Kudus sebagaimana dimaksud
Satuan Tugas.

Pasal 13
Bagan Struktur Organisasi BPBD

Kabupaten Kudus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VvV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus merupakan jabatan
struktural eselon Ill.a.

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Kudus
merupakan jabatan struktural eselon IV.a.



Pasal 15
pengisian jabatan Unsy

’ I Pelak
dari Pegawai Negeri g; | yoKsang

miI'E'D Kabupaten Kudys berasal
keahle®, PnGalaman, |eyramenremilki k
dalam penanganan benag

dan i nampuan, pengetahuan,
na. * AN integritag yang dibutuhkan

BAB v
TATA KERJA

Pasal 16
PBD Kabupatgn Kudus dalam gy
SrinSip koordinasi, integrasi. da o nakn

. tugas menerapkan
n Sinkronisag;j. d P
Pasal 17
Rapat koordinasi BPRp Kabupaten Kydys diadaka
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun g

N paling sedikit 1

-waktu sesyai dengan
kebutuhan.

au sewakty

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut men

genai tata kerja BPBD Kabupaten Kudus
diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Kudus

BAB v
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan BPBD Kabupaten Kudys dalam penanganan bencana
dibebankan pada APBD Kapy

paten Kudus dan sumber anggaran
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB ViII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

i ini i Bupati Kudus
turan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
bt rS agtg P?l';ahu:w 2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksan?
r;or:c:\ gulangan Bencana Kabupaten Kudus dan Keputus;nl 'B(uz: al
Kﬁgusg Nomor  360/252/2009 tentang  Satuan elaks

Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.




peraturan Bupatj inj Mulaj beriak

Pada tanggg) ditetapkan.
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DAN LOGISTIK
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LAMP)
RAN ;ERATURAN BUPATI KUDUS
T;)mo’ 230 Tehun 2009
Nggal 7 Agustus 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPBD KABUPATEN Kubus

e

o BPBD KABUPATEN KUDUS

T - 7‘”\
KEPALA e

UNSUR PELAKSANA

-

INS
PRoFESIONALlAHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD

-

SEKRETARIAT
SEKS| KEDARURATAN SEKSI REHABILITASI DAN
DAN LOGISTIK REKONSTRUKSI

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Kabupaten Kudus KELOMPOK JABATAN

Date: 2019.10.28 FUNGSIONAL
14:04:17 +07'00"
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